PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Peratu-
ran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perang-
kat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Blora
perlu mengadakan penyesuaian struktur organi-
sasi dan tatakerja perangkat daerah sesuai
dengan kebutuhan daerah ;

bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di
atas, Pemerintah Kabupaten Blora perlu menga-
dakan penyesuaian struktur organisasi dan

tatakerja Lembaga Teknis Daerah vang ada di
Kabupaten Blora ;

bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b
di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Blora.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah { Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) H

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041 ) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun _1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3839 )




~

Menetapkan
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4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
73 ) 3

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembar-
an Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890 )

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
{ Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambah an Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

|

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah { Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 165 ) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSIKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBEN-
TUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
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Kepala

Badan
Blora
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Blora ;

Daerah adalah Kabupaten Blora ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora ;

Bupati adalah Bupati Blora ;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora ;
Lembaga
Kabupaten Blora ;

Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan Daerah [/
Kantor Daerah Kabupaten Blora ;

Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten

Teknis Daerah adalah Badan Daerah / Kantor Daerah
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Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan
Data Elektronik Kabupaten Blora ;

Kantor Kebersihan dan Pertamanan a<. ' =n santor Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten Blora ;

Kantor Perhubungan ad:'  santor Perhubungan Kabupaten Blora ;
Kantor -"rtiwisata dan Kebudayaan adalah Kantor Pariwisata dan
Kebudzr »n Kabupaten Blora ;

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kabupaten Blora ;

Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat adalah Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blora ;

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Ke-
pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora ;

Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial adalah Kantor
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Blora ;

Kantor Kehutanan adalah Kantor Kehutanan Kabupaten Blora ;
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora.

BAB I1I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

{1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja

(2)

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora yang terdiri dari

Badan Pengawas Daerah Kabupaten Blora ;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora ;

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Blora ;

Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Blora ;

Kantor Perhubungan Kabupaten Blora ;

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora ;

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blora ;

Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlin-

dungan Masyarakat Kabupaten Blora ;

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora ;

j. Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten
Blora ;

k. Kantor Kehutanan Kabupaten Blora.
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Pada Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1),
dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

BAB II1
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Pengawas Daerah

Pasal 3

Badan Pengawas Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan.

Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.




Pasal 4

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang
pengawasan.

Pasal 5§

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas Daerah mempun-
vai fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian,

pengawasan dibidang pemerintahan, aparatur, ekonomi dan pem-
bangunan, kesejahteraan masyarakat, kekayaan dan keuangan ;

b. Pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap wunsur di
lingkungan Pemerintah Daerah ;

c. Pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyim-
pangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, aparatur,
ekonomi dan pembangunan, kekayaan, kesejahteraan masyarakat
dan keuangan ;

d. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang
pengawasan ;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

{1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penun-
jang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang
perencanaan pembangunan daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh secrang
Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupa-
ten dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah mempunyai fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian,

pengawasan dibidang perencanaan pembangunan daerah ;
b. Pengkoordinasian perencanaan, penelitian dan pengembangan

pembangunan daerah meliputi pemerintahan, kesejahteraan
masyarakat, perekonomian, sarana dan prasarana ;
c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang

perencanaan pembangunan daerah ;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Kantor Pengolahan Data Elektronik

Pasal 9

(1) Kantor Pengolahan Data Elektronik merupakan unsur penunjang
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang pengolahan
data elektronik.

(2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang
Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten
dibidang pengolahan data elektronik.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elek-
tronik mempunyai fungsi
a. Perumusan dan penyiapan rencana program dibidang pengumpulan,
pengolahan, analisis data, penyajian informasi dan pelaporan
data ;

b. Pengendalian arus data masukan dan keluaran, perekaman serta
penyvimpanan file data elektronik ;

c¢. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan data elektronik;

Pemberian pelayanan umum dibidang penyajian data ;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

jol}

Bagian Keempat
Kantor Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 12

{1) Kantor Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur penunjang
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang kebersihan
dan pertamanan.

(2) Kantor Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala
Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Kantor Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten
dibidang kebersihan dan pertamanan.




Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Kantor Kebersihan dan Perta-
manan mempunyai fungsi
a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk

merencanakan, mempersiapkan, menelaah dan mengolah penyusunan
kebijaksanaan teknis serta program kerja ;

b. Pelaksanaan kegiatan dibidang kebersihan dan pertamanan dise-
luruh daerah ;

c. Melaksanakan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegia-
tan guna keserasian gerak yang berhubungan dengan kebersihan,
pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum daerah ;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kantor Perhubungan

Pasal 15

(1) Kantor Perhubungan merupakan unsur penunjang Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang perhubungan.

(2) Kantor Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Kantor Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang
perhubungan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Kantor Perhubungan mempunyai
fungsi
a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;

b. Pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang
tugasnya ;

c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugasnya ;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 18

{1) Kantor Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur penunjang
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang pariwisata
dan kebudayaan.




(2) Kantor Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala
Kantor vyang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten
dibidang pariwisata dan kebudayaan daerah.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Kantor Pariwisata dan Kebu-
dvaan mempunyai fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di
bidang kepariwisataan dan kebudayaan daerah ; '

b. Pembinaan, perijinan dan pelayanan umum dibidang kepariwisa-
taan dan kebudayaan daerah ;

c. Pemantauan, pengendalian teknis dan pengamanan atas pelaksa-
naan tugasnya ;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 21

{1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur penunjang
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang pember-
dayaan masyarakat desa ;

(2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang
Kepala KXantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten
dibidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Kantor Pemberdayaan Masyara-
kat Desa mempunyai fungsi
a. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan

program ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, wusaha
ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi
tepat guna ;

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, pelaksanaan pro-
gram, fasilitasi dan evaluasi program dibidang pemberdayaan
masyarakat desa ;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.




Bagian Kedelapan
Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat

Pasal 24

(1) Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan tugas dibidang Polisi Pamong Praja, Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;

(2) Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindun-
gan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menye-
lenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang Polisi Pamong Praja,
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Kantor Polisi Pamong Praja,
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, perlin-
dungan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan penegakan
peraturan daerah ;

b. Pemberian pelayanan umum dibidang kesatuan bangsa, perlindun-
gan masyarakat, ketentraman dan ketertiban ;

¢. Pengkoordinasian dan pembinaan dibidang kesatuan bangsa,
perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban ;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 27

(1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur penun-
jang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang
Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang
Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas

pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupa-
ten dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

8




Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Kantor Kependudukan dan
Catatan Sipil! mempunyai fungsi
a. Penyusunan rencana pengembangan kegiatan pendaftaran dan
pencatatan penduduk ;

Pelayanan administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk ;

Pencatatan dan penerbitan akta - akta catatan sipil ;

d. Pengkoordinasian dalam rangka administrasi catatan sipil dan
kependudukan ;

e. Pelaksanaan penyuluhan bidang catatan sipil dan kependudukan
kepada masyarakat

f. Penyimpanan, perubahan dan pemeliharaan akta dan data kependu-

dukan ;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

o o
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Bagian Kesepuluh
Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Pasal 30

(1) Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial merupakan unsur
penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang
tenaga kerja, transmigrasi dan sosial.

(2) Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dipimpin oleh
seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai
tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan
Kabupaten dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Kantor Tenaga Kerja, Transmi-
grasi dan Sosial mempunyai fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan, transmi-
grasi dan sosial ;

b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang
ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial H

c. Pengkoordinasian pelaksanaan, pelayanan dibidang pendidikan
dan pelatihan tenaga kerja, penyaluran tenaga kerja, hubungan
industrial dan pengawasan tenaga kerja serta penyelenggaraan
transmigrasi ;

d. Penyusunan program kerja dibidang ketenagakerjaan, transmigra-
si dan sosial ;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.




Bagian Kesebelas
Kantor Kehutanan

Pasal 33

(1) Kantor Kehutanan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah
dalam pelaksanaan tugas dibidang kehutanan.

(2) Kantor Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mela-
lui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Kantor Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam menvelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang kehutanan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada Pasal 34 Peraturan Daerah ini, Kantor Kehutanan mempunyai
fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan ;

b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang
kehutanan ;

c. Pelaksanaan urusan penghijauan, konservasi tanah dan air ;

Pelaksanaan urusan persuteraan alam dan perlebahan ;

e. Pelaksanaan wurusan pengelolaan hutan milik / hutan rakyat,
kawasan / hutan lindung dan hasil hutan ;

f. Pelaksanaan wurusan penyuluhan kehutanan dan perlindungan
hutan.

g. Pelaksanaan urusan perburuan tradisional satwa liar yang tidak
dilindungi ;

h. Pelaksanaan wurusan pelatihan ketrampilan masyarakat dibidang
kehutanan ;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Cu

BAB 1V
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DAERAH

Bagian Pertama
Badan Pengawas Daerah

Pasal 36

(1) Susunan organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari
Kepala ;

Sekretariat / Bagian Tata Usaha ;

Bidang Pemerintahan ;

Bidang Perekonomian ;

Bidang Kesejahteraan Sosial ;

Bidang Aparatur ;

Bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah ;

Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Sekretariat / Bagian Tata Usaha terdiri dari
Sub Bagian Perencanaan ;
Sub Bagian Evaluasi ;
Sub Bagian Keuangan ;
Sub Bagian Kepegawaian ;
. Sub Bagian Umum.
idang Pemerintahan terdiri dari
Sub Bidang Tata Pemerintahan ;
Sub Bidang Pemerintahan Desa ;
Sub Bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban ;
Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa
. Sub Bidang Keagrariaan.
idang Perekonomian terdiri dari
Sub Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan & Perika-
nan ;
Sub Bidang Perhutanan dan Perkebunan ;
Sub Bidang Industri dan Pertambangan ;
Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan ;
. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi.
idang Kesejahteraan Sosial terdiri dari
Sub Bidang Pendidikan dan Agama ;
Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan ;
Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat ;
d. Sub Bidang Tenaga Kerja dan Sosial.
(6) Bidang Aparatur terdiri dari
a. Sub Bidang Pembinaan Aparatur ;
b. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian ;
c. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai.
{7) Bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah terdiri dari
Sub Bidang Pajak Daerah ;
Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya ;
Sub Bidang Pengadaan Barang ;
Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan Barang ;
Sub Bidang BUMD dan Usaha Daerah Lainnya.
(8) Bagan organisasi Badan Pengawas Daerah tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(3)

(4)

)
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Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 37

{1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
terdiri dari

Kepala ;

Sekretariat / Bagian Tata Usaha ;

Bidang Statistik dan Penelitian ;

Bidang Ekonomi ;

Bidang Sosial Budaya ;

Bidang Fisik dan Prasarana ;

Bidang Pengendalian Program ;

Kelompok Jabatan Fungsional.

po alL = IR Y o T I ol o
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(3)

(4)

(5)

~a (5

(7)

Sekretariat / Bagian Tata Usaha terdiri dari

a. Sub Bagian Kepegawaian ;

b. Sub Bagian Umum ;

c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Statistik dan Penelitian terdiri dari

a. Sub Bidang Pengumpulan Data Statistik ;

b. Sub Bidang Analisa dan Penilaian ;

c. Sub Bidang Penelitian ;

Bidang Ekonomi terdiri dari

a. Sub Bidang Pertanian ;

b. Sub Bidang Pertambangan dan Energi ;

¢. Sub Bidang Perdagangan, Industri dan Koperasi ;
d. Sub Bidang Pengembangan Investasi.

Bidang Sosial Budaya terdiri dari

a. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual ;
b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
c¢. Sub Bidang Pemerintahan ;

d. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja.

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari

a. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;

b. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman ;

c. Sub Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan ;

d. Sub Bidang Sumber Dava Alam dan Lingkungan Hidup.
Bidang Pengendalian Program terdiri dari

a. Sub Bidang Bina Program ;

b. Sub Bidang Pengendalian ;

¢. Sub Bidang Pelaporan dan Dokumentasi.

Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ter
cantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

KANTOR DAERAH

Bagian Ketiga
Kantor Pengolahan Data Elektronik

Pasal 38

Susunan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri
dari

Kepala ;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Pengembangan Teknologi Informasi ;

Seksi Pengolahan Sistem Informasi ;

Seksi Pelayanan Manajemen ;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Kantor Pengelolahan Data Elektronik ter
cantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

-0 o0 g

Bagian Keempat
Kantor Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 39

Susunan organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan terdiri
dari




Kepala ;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Kebersihan ;

Seksi Pemusnahan Sampah dan Pemanfaatan Sampah ;

Seksi Pertamanan ;

Seksi Penerangan Jalan Umum ;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan tercantum
dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kelima
Kantor Perhubungan

Pasal 40

(1) Susunan organisasi Kantor Perhubungan terdiri dari

Kepala ;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Teknik Kendaraan ;

Seksi Lalu Lintas ;

Seksi Angkutan ;

Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan organisasi Kantor Perhubungan tercantum dalam Lampiran
V Peraturan Daerah ini.

i
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Bagian Keenam |
Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 41

(1) Susunan organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan terdiri

dari
a. Kepala ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
6 c. Seksi Bina Program ;
d. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata ;
e. Seksi Sarana Pariwisata ;
f. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata ;
g. Seksi Nilai Budaya dan Kesenian Daerah ;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan tercantum
dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 42

(1) Susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
terdiri dari
a. Kepala ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Pengembangan Desa ;
d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa ;
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(1)
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(2)
(1)
(2)
(1)

Seksi Usaha Ekonomi Desa ;

Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa ;

Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna ;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa ter-
cantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

o i 22 B s 0

Bagian Kedelapan
Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat

Pasal 43

Susunan organisasi Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari

Kepala ;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Operasi dan Pengawasan ;

Seksi Penyidikan dan Penindakan ;

Seksi Hubungan Antar Lembaga ;

Seksi Kesatuan Bangsa ;

Seksi Perlindungan Masyarakat ;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat tercantum dalam Lampiran VIII
Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kesembilan
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 44

Susunan organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
terdiri dari

Kepala ;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Kependudukan ;

Seksi Pencatatan Sipil ;

Seksi Mutasi ;

Seksi Data dan Laporan ;

Seksi Penyuluhan ;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ter-
cantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

S 0Q - A0 ®

Bagian Kesepuluh
Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Pasal 45

Susunan organisasi Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Sosial terdiri dari

a. Kepala ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;




2

.

(1)

(1)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Ke-¢ ~atan
Kerja ;
d. Seksi Hubungan Indo . "r3al dan Syarat Kerja ;

Lo S
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g. Seksi Transmigrasi ;

h, Kelompo! atan Fungsional.

Bagan organisasi Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Scsial
tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kantor Kehutanan

Pasal 46

Susunan organisasi Kantor Kehutanan terdiri dari

Kepala ;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Perencanaan ;

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan ;

Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan ;

Seksi Penyuluhan ;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Kantor Kehutanan tercantum dalam Lampiran XI
Peraturan Daerah ini.
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Pasal 47

Sekretariat / Bagian Tata Usaha pada Badan Daerah dipimpin
oleh seorang kepala Bagian yang berada di bawah dan bertang-
gungjawab kepada Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah.

Sub Bagian pada Kantor Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah.

Masing-masing Sub Bagian pada Badan Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertang-
gungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Masing-masing Bidang pada Badan Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah.

Masing-masing Seksi pada Kantor Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah.

Masing-masing Sub Bidang pada Badan Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertang-
gungjawab kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada
Kepala Lembaga Teknis Daerah.

15
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BAB V
TATA KERJA

Pasal 48

Tatakerja dan penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga
Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 49
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian
Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-
ketentuan vang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinvata-
kan tidak berlaku lagi.

Pasal 351

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-
kan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Blora.

Disyahkan di Blora
hda tanggal 8 Pebruari 2001
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| > ' BAGAN SUSUNAN ORGANISAS! KEPALA Lampiran | : Peraturan Daerah Kab. Blera
| BADAN PENGAWAS KAB. BLORA _ . Nomor
‘i . Tahun 2001
- KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT /
FUNGBIONAL BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN SUB EAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
| PERENCANAAN EVALUASI KEUANGAN KEPEGAWAIAN UMUM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANT BIDANG
PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL APARATUR PENDAPATAN DAN
‘ KEKAYAAN DAERAH
S — 1 —]
" BUB BIDANG SUB BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG SUB BIDANG —l SUB BIDANG
TATA PEMERINTAHAN TANAMAN PANGAN,PETERNAKAN ] PENDIDIKAN DAN n PEMBINAAN FAJAK DAERAH
DAN PERIKANAN AGAMA APATUR J
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG BUB BIDANG SUB BIDANG RESTRIBUSI
- PEMERINTAHAN PERHUTANAN DAN P_ KESEHATAN DAN | ADMINISTRAS! DAN PEMDAPATAN
DESA PERKEBUNAN KEPENDUDUKAN KEPEGAWAIAN DAERAH LAINNYA
- 3UB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BICANG SUB BIDANG
PEMBINAAN KETENTRAMAN INDUSTRI DAN = KESEJAHTERAAH PENGEMBANGAN PFNGADAAN BARANG
DAN KETERTIBAN PERTAMBANGAN MASYARAKAT KARIER PEGAWAI
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIOANG PEMELIHARAAN
b— PEMBIMNAAN MASYARAKAT PERHUBUNGAN.PARWISATA -~ TENAGA KERJA DAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
DAN KESATUAM BANGSA DAN KEBUDAYAAN SCSIAL
B3 BIOANG SUE BIDANG SUB BICANG BUMD
- KEAGRARIAAN PERDAGANGAN DAN DAN USAHA
KOPERASI DABRAH LANNYA
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAPPEDA

Lampiran Il : Peraturan Daerah Kab. Blora

©

KABUPATEN BLORA Nomor 3
Tahun 2001
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT /
FUNGSIONAL BAGIAN TATA USAHA
1 |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN UMUMN KEUANGAN
| 1 1
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
STATISTIK DAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA FisiK DAN PRASARANA PENGENDALIAN

PENELITIAN PROGRAM

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
- PENGUMPULAN DATA - PERTANIAN =4 PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN -— PRASARANA WILAYAH BINA PROGRAM

DAN STATISTK DAN MENTAL SPIRITUAL

Q SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG

r‘ ANALISA e PERTAMBANGAN DAN - KESEHATAN DAN -— PERUMAHAN DAN PENGENDALIAM
DAN PENILAIAN ENERGI KESEJAHTERAAN SOSIAL PEMUKIMAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
] PENELITIAN = PERDAGANGAN,INDUSTRI ety PEMERINTAHAN - PENATAAN RUANG PELAPORAN DAN
DAN KOPERAS! DAN PERTANAHAN DOKUMENTASH
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
] PENGEMBANGAN o KEPENDUDUKAM DAN ] SUMBER DAYA ALAM
INVESTASI TENAGA KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP I




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN BLORA

Lampiran il . Peraturan Daerah Kab. Blora
Nomor 3
Tahun 2001

KEPALA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI SEKSI| SEKSI
PENGEMBANGAN PENGOLAHAN SISTEM PELAYANAN
TEKNOLOGI INFORMASI INFORMASI MANAJEMEN
19




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KABUPATEN BLCRA

Lampiran IV Peraturan Daerah Kab. Blora
Nomor

<

Tahun 2001

KEPALA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
KEBERSIHAN PEMUSNAHAN SAMPAH PERTAMANAN PENERANGAN
& PEMANFAATAN SAMPAH JALAN UMUM




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERHUBUNGAN
KABUPATEN BLORA

Lampiran V : Peraturan Daerah Kab. Blora
Nomor 9%
Tahun 2001

KEPALA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI SEKSI SEKSI
TEKNIK KENDARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Lampiran V | : Peraturan Daerah Kab. Blora

KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Nomer 3
KABUPATEN BLORA Tahun 5001
KEPALA
KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN TATA USAHA
FUNGSIONAL
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
BINA PROGRAM OBYEK DAN DAYA SARANA PARIWISATA PEMASARAN DAN NILAI BUDAYA

TARIK WISATA PENYULUHAN WISATA DAN KESENIAN DAERAH
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI Lampiran V | | : Peraturan Daerah Kab. Blora

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Nomor 9

. KABUPATEN BLORA Tahun 2001
KEPALA
KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN TATA USAHA
FUNGSIONAL
SEKS! SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN KETAHANAN USAHA EKONOMI SUMBER DAYA PENDAYAGUNAAN
e DESA MASYARAKAT DESA DESA DAN PEMUKIMAN TEKNCLOGI
’ DESA DESA TEPAT GUNA
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’BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA , KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. BLORA

Lampiran ¥I11: Peraturan Daerah Kab. Blora
Normor
Tahun 2001

KEPALA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
OPERAS! DAN PENYIDIKAN DAN HUBUNGAN ANTAR KESATUAN PERLINDUNGAN
PENGAWASAN PENINDAKAN LEMBAGA BANGSA MASYARAKAT
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BAGAN SUSUNAN CRGANISASI Lampiran I X : Peraturan Daerah Kab. Blora
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Nomor 3

KABUPATEN BLORA Tahun 2001

KEPALA
KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN TATA USAHA
FUNGSIONAL
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
KEPENDUDUKAN PENCATATAN MUTAS| DATA DAN PENYULUHAN
SIPIL LAPORAN




-

X : Peraturan Daerah Kab. Blora

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI Lampiran
KANTOR TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL Nomor 3
KABUPATEN BLORA Tahun 2001
KEPALA
KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENEMPATAN TENAGA KERJA HUBUNGAN INDUSTRIAL | | PENGAWASAN NORMA KESEJAHTERAAN TRANSMIGRASI
DAN PERLUASAN KESEMPATAN DAN SYARAT KERJA KERJA SOSIAL
KERJA




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KEHUTANAN
KABUPATEN BLORA

——*

Lampiran X | : Peraturan Daerah Kab. Blora

KEPALA

Nomor %
Tahun 2001

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PERENCANAAN REHABILITASI LAHAN PENGEMBANGAN ANEKA PENYULUHAN
DAN PERLINDUNGAN USAHA KEHUTANAN

HUTAN

27




